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ABSTRAK

Nama : Ahmad Alfen Rangkuti

Nim : 1810200038

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang

Akad Sewa Menyewa Pemancingan Harian Kolam
Ikan ( Studi Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan )

Latar belakang masalah ini adalah sebagian besar masyarakat
Bargottopong yang mempunyai empang ikan menyewakan empangnya dengan
sistem sewa harian, pihak penyewa menyewa empang ikan dengan harga sewa
sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dan pemilik empang ikan, dengan
sistem penyewaan ini terkadang penyewa mendapat ikan banyak dan terkadang
tidak mendapat ikan sama sekali, juga antara pemancing hasil yang diperoleh
tidak sama. Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum
Ekonomi Islam tetang akad sewa-menyewa dan praktek pemancingan harian di
Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktek akad
pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap
praktek akad pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh deskripsi mengenai praktek akad pemancingan harian di Desa
Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk
menganalisis dengan Hukum Ekonomi Islam terhadap akad pemancingan harian
di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau bersifat kualitatif,
peneitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, mislanya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain. Teknik pegumpulan data pada penelitian ini
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah
tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sewa-menyewa kolam pancing di Desa
Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai
dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi
sewa-menyewa ijarah meskipun ada unsur gharar yaitu ketidakpastian manfaat
yang diperoleh pemancing karena telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Akad Sewa-menyewa, Pemancingan
Harian.



ABSTRACT

Name : Ahmad Alfen Rangkuti

Reg. Number : 1810200038

Study Program : Sharia Economic Law

Title : Review of Islamic Economic Law on Daily Fishing

Pond Rental Contracts (Case Study in Bargottopong
Village, Batang Angkola District, South Tapanuli
Regency)

The background of this problem is that most of the Bargottopong
community who have fish ponds rent out their ponds with a daily rental system,
the lessee rents the fish pond at a rental price according to the agreement between
the lessee and the owner of the fish pond, with this rental system sometimes the
lessee gets a lot of fish and sometimes doesn't get any fish at all, also between
anglers the results obtained are not the same. The focus of the problem in this
study is how the review of Islamic Economic Law on daily fishing rental contracts
and practices in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli
Regency. The formulation of the problem in this study is how is the practice of
daily pond fishing contracts in Bargottopong Village, Batang Angkola District,
South Tapanuli Regency, how is the review of Islamic Economic Law on the
practice of daily pond fishing contracts in Bargottopong Village, Batang Angkola
District, South Tapanuli Regency. The purpose of this study is to obtain a
description of the practice of daily fishing contracts in Bargottopong Village,
Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, to analyze with Islamic
Economic Law on daily fishing contracts in Bargottopong Village, Batang
Angkola District, South Tapanuli Regency. The type of research used is field
research or qualitative, qualitative research is research that intends to understand
the phenomenon of what is experienced by the research subject, for example
behavior, perception, motivation, actions and others. Data collection techniques in
this study are observation, interviews, and documentation. The results of this
study are a review of Islamic Economic Law on the rental of fishing ponds in
Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, in
accordance with Islamic law because it has met the requirements and pillars in the
ijjarah rental transaction even though there is an element of gharar, namely the
uncertainty of the benefits obtained by the angler because there has been a
willingness between the two parties.

Keywords: Islamic Economic Law, Rental Contract, Daily Fishing.
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KATA PENGANTAR
Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian “TINJAUAN HUKUM
EKONOMI ISLAM TENTANG AKAD SEWA  MENYEWA
PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN ( Studi Kasus Di Desa
Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ).
Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi
Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan
diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari
akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas
dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan
petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.
Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang
telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak
Dr. Erawadi, M.Ag.,Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,



Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan
IImu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmadnijar, M. Ag selaku wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dra. Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan
Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H.
Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Kerjasama.

Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan lImu Hukum,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam
proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan.

Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., selaku pembimbing | dan Ibu Nurhotia
Harahap, M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya
untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat
berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan

ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat



bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Terima kasih kepada pemilik kolam ikan yang telah memberikan informasi
terkait penelitian saya. Serta terimakasih kepada responden yang telah
bekerjasama dalam membantu proses penelitian saya.

Teristimewa kepada keluarga besar saya Ayahanda tercinta Dr. Ali Sati,M.Ag
dan Ibunda saya tersayang Ernida dan juga saudara/i saya Kakak, Abang,
adek serta nenek saya juga yang telah menyayangi dan mengasihi saya dari
sejak kecil, dan senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi, arah yang
berguna agar saya tetap semangat menjalankan kehidupan kampus saya dan
mereka adalah sosok yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup
saya, serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi
mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah di Fakultas Syariah dan Iimu
Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan.

Teman seperjuangan Sejurusan HES 1, HES 2 dan HES 3 angkat 2018,
kepada semua teman temanku terkhusus HES 3 terimkasih sudah menjadi
teman berbagi cerita dan telah melukis kenangan selama proses belajar kita
berlangsung dan senmoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita dan
spesial terimakasih kepada Dewi Suci Antika, S.Pd. yang telah mendampingi

saya dalam menyusun skripsi ini.
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9. Teruntuk diri saya sendiri, thank you to myself for being willing to cooperate
with all shocks of worldly desires, keep my enthusiasm and thank you for
your hard work.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan
pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini
masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan

saran yang sifathya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, September 2024
Peneliti

AHMAD ALFEN RANGKUTI
NIM. 18 102 00038
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf,

sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya

dengan huruf latin:

I_Al\li;lgf Narrll_ztlgl #rUf Huruf Latin Nama
| Alif Dila;'gaar‘fgkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
- Ta T Te
& sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha (dengan titik di
c ha h bawah)
c Kha H Kadan ha
3 Dal D De
: . . Zet (dengan titik di
3 zal Z
atas)
D Ra R Er
J Zai Z Zet
S Sin S Es
B Syin Sy Esdanya
Es (dengan titik di
= sad v bawah)
: De (dengan titik di
o= dad d ( basvah)
Te (dengan titik di
- 2 ! bawah)
1 - . Zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge
< Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
< Kaf K Ka

viii




I_Al\ligéf NaTZEI #rUf Huruf Latin Nama
dJ Lam L El
2 Mim M Em
J Nun N En
9 Wau W We
o Ha H Ha
e Hamzah Apostrof
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
3 Dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
& Fathah dan ya Al adani
...... B) Fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
e G Fathah dan alif atau ya a a dan garis atas
) | dan garis di
oS Kasrah dan ya i bawah
, u dan garis di
s Dommah dan wau u atas




C. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:J\. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata

sandang itu.



2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir
kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua
cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf
kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan

Xi



kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab Latin,
Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan Agama, 2003.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur segala
aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.t
Hal ini menunjukan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan
kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya
agar dalam menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-
aturan syariat. semua itu dalam rangka mendapatkan kebahagaian dunia dan
akhirat dengan tetap berpedoman pada al-Qur“an dan as-Sunnah.

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan agidah Islam
sebagai standar berfikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatanya
dengan hukum Islam. Disamping itu, mereka juga harus memahami Islam sebagai
agama yang dapat memecahkan selurun masalah kehidupan, sehingga mereka
mempunyai keyakinan seperti yang dikehendaki oleh agamanya. kehidupan
seharihari, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat
hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka akan saling
membutuhkan antara satu dengan lainya dalam bentuk hubungan guna mencukupi
segala kebutuhanya. Sejarah dunia telah membuktikan, bahwa manusia tidak akan
pernah bisa lepas dari pergaulan yang mangatur hubungan antara sesamanya di

dalam segala keperluanya karena sejak dilahirkan sampai meninggal dunia

! Faturahman Djamil, Fikih Mu’amalah (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 40.
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manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul
berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu
mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai ,.tingkah laku®.
Tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya
minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat
tertentu. Kegiatan itulah padaumumnya manusia melakukan kontak dengan
manusia lain.? Perkembangankebutuhan dalam kehidupan sangat beragam selain
tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Manusia juga membutuhkan proses transaksi
dengan orang lain, dizaman sekarang ini transaksi merupakan hal yang sangat
dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia salah satunya adalah transaksi
dalam bentuk ijarah.

ljarah merupakan suatu akad muamalah yang berguna atau bertujuan
mendapatkan manfaat dari orang lain. Sekarang ini sewa-menyewa (ljarah) yang
bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, dan lahan pertanian akan tetapi jugap
penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat
digunakan untuk liburan adalah wisata tempat pemancingan ikan. Pemancingan
ikan adalah tempat yang biasanya dijadikan tempat penyaluran hobi dan olahraga
terutama bagi kaum adam. Selain dapat menyalurkan hobi dan berolahraga
memancing ikan juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam

bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu.

2 Amir Syarifuddin, Ilmu Fikih, (Semarang: PT.Karya Thoha Putra, 2003), h. 176.



Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan lebih
luasdari pada daratan dan merupakan negara kepulauan yang memiliki
keanekaragaman spesies ikan.Setiap jenis ikan di Indonesia memiliki bentuk,
ukuran, dan warna yang berbeda-beda dengan nama-nama yang unik pula.
Wilayah perairan yang luas dan berbagai macam spesies ikan, menjadikan
Indonesia sebagai sarana yang baik untuk kegiatan memancing sebagai gaya
hidup masyarakat yang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari. Memancing, saat ini
merupakan kegiatan yang kian marak berkembang di Indonesia. Ini lebih mudah
dilihat pada saat hari-hari libur. Antara lain dipinggiran sungai, empang, kolam,
dan tempat pemancingan khusus. Bahkan digenangan- genangan yang bersifat
sementara, bisa kita jJumpai orang yang hobi memancing.

Sejak dahulu, memancing ikan merupakan salah satu mata pencaharian
masyarakat Indonesia. Hanya bermodalkan joran bambu, kenur, dan mata kail,
Seorang pemancing pada zaman dahulu bukan melakukan atas dasar hobi tetapi
suatu kebutuhan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, memancing
kemudian masuk dalam kegiatan berolahraga lalu masuk ke dalam kegiatan wisata
danakhirnya menjadi gaya hidup tersendiri. Banyak pula orang yang
menganggapmemancing sebagai bentuk olahraga demi menghilangkan kesan
ketidakseriusan seperti yang biasa tertangkap dari sebuah hobi.Bahkan demi
meningkatkan harkatdan martabat memancing, tidak sedikit yang rela
mengeluarkan banyak uang danwaktu. Hal inilah yang menginspirasi beberapa
orang untuk mendirikan usaha tempatpemancingan yang menggabungkan dengan

unsur wisata.



Sehubungan dengan hal tersebut Islam menekankan agar dalam
bertransaksiharus didasari dengan i“tikad yang baik, karena hal ini memberikan
pedoman kepadaumatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam
usahanya, sehingga diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik itu
dalam bentuk barangmaupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa (ljarah)
yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Allah Swt. melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara,
terdapat batas yang jelas terhadap keduanya.Sesungguhnya segala yang halal dan
haram telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (subhat)
yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.Prinsip pokok dalam Islam
adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesui
atau yang telah diharamkan dalam al-Qur*an dan hadis Nabi saw.Larangan
tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun
perbuatan.Allah Swt. Telah memerintahkan umat manusia untuk selalu mencari
kemaslahatan termasuk juga dalam hal sewa-menyewa (ljarah) dalam QS. Al -

Bagarah/2:278.

P
.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.®

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, seruan untuk semua orang beriman

tanpa pandang suku, ras, warna kulit dan bangsa. Bahwa yang betul-betul beriman

3 Lajnah, Pentashih Mushaf Al-Qur*an, Departemen Agama RI, Al Qur’an dan
Terjemahnya, (Bandung; Al-Jamanatul ,,Ali-ART, 2004), h 47



adalah orang yang mengimani semua yang wajib diimani dengan ucapan lisa
keyakinan dengan hati dan pengalaman dengan anggota tubuh. Iman bisa
bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Swt. dan iman bisa berkurang karena
kedhurakaan kepada Allah Swt. melarang orang-orang beriman dari bermuamalah
atau bertransaksi dengan cara riba. Karena orangyang benar-benar beriman adalah
orang yang mau mendengarkan nasehat dan tunduk pada aturan kepada Allah
Swt.Sesunggunya Allah Swt. memerintahkan bertakwa dengan mengerjakan
perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita dianjurkan untuk selalu bertakwa
kepadanya, oleh karena itu diharapkan kepada para manusia yang terjun kedunia
usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya
akads ewa-menyewa agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan
tindakannya jauhdari kerusakan yang tidak dibenarkan namun banyak kaum
muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah. Kebanyakan dari
mereka melalaikan aspek ini. Di era perkembangan dunia usaha sekarang ini telah
banyak usaha-usaha pemancingan yang berkembang, salah satunya adalah usaha
penyewaan empang di Desa Bargottopong Kabupaten Tapanuli Selatan. Obyek
dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing harian. Manusia
tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni
dengan membuka sebuah usaha penyewaan kolam pancing selain dijadikan
sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk

melepaskan stres selama seharian penuh bekerja yaitu salah satunya dengan



memancing berbagai jenis ikan di empang seperti, ikan mas, ikan gabus dan nila.
Sistem akad pemancingan yang digunakan yaitu Sistem sewa harian.

Karena semakin berkembangnya usaha tempat pemancingan, maka
sebagian besar masyarakat Bargottopong utamanya yang mempunyai empang
ikan menyewakan empangnya dengan sistem sewa harian. Pihak penyewa adalah
kawanan pemancing yang memborong empang ikan dengan harga sewa sesuai
kesepakatan antara pihak penyewa dengan pemilik empang ikan, nantinya si
pemancing boleh memancing sepuasnya sesuai jangka waktu yang telah
disepakati. Dengan sistem penyewaan seperti ini terkadang penyewa mendapat
ikan banyak dan kadang-kadang tidak mendapat ikan sama sekali, juga antara
pemancing hasil yang diperoleh tidak sama padahal bayarannya sama melalui
kongsi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum akad dalam
Islam tentang sistem penyewaan empang ikan tersebut, dan peneliti mengambil
sampel empang ikan di Bargottopong sebagai objek penelitian. Dari uraian latar
belakang, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam
agar memperoleh kejelasan hukum tentang: “Sewa Menyewa Kolam
Pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten
Tapanuli Selatan (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar
lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasakan latar
belakang masalah diatas dapat di identifikasi atas beberapa masalah sebagai

berikut. Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi islam Tentang Akad dan



praktek Pemancingan Harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
C. Batasan Istilah
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah
pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul
dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi
pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan
kegiatanekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip
Islam. Dari pengertian di atas yang dimaksud penulis adalah sistem-sewa-
menyewa empang Yyang dilakukan masyarakat di Desa Bargottopong
kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau berdasarkan hukum Islam..

2. Akad Pemancingan Harian: Akad yang dilakukan oleh pemancing dan
pemilik kolam pancing dalam melakukan transaksi yang mana objek dalam
transaksi tersebut adalah kolam pancing.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di
atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi islam terhadap praktek akad
pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola

Kabupaten Tapanuli Selatan?



E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian
ini bertujuan untuk:

1. Untuk memperoleh deskripsi mengenai praktek akad pemancingan harian
tentang pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Untuk menganalisis dengan Hukum Ekonomi Islam terhadap akad
pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual
sebagai wacana pemikiran islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas
yang terjadi di masyarakat mengenai praktek sistem pemancingan harian di
Desa Janjimanan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi
penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan sistem
pemancingan harian dalam figih muamalah.

G. Penelitian Terdahulu
Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis
memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas
mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain

yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:



1. “Tinjauan Hukum ekonomi islam Terhadap Penyewaan Kolam Pancing
Harian di Pemancingan Lestari Desa Cerme lor Kecamatan Cerme
Kabupaten Gresik” oleh Etik Emiliyatin, Syari’ah, Muamalah, 2009.
Penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan antara penyewaan
kolam pancing harian dengan kiloan. Yang kesimpulannya bahwa
penyewaan kolam pancing dengan sistem harian setiap pemancing
dikenakan tarif yang sama namun terdapat ketidak jelasan hasil dari
perolehan ikan yang didapatkan oleh para pemancing. Apabila penyewa
dan pemilik kolam pancing sepakat dan ridha akan transaksi tersebut, maka
akadnya sah.*

2. “Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga
dengan Sistem Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Sedayu Gresik)” oleh
Nur Afifah, Syari’ah, Muamalah, 2009. Penelitian ini membahas tentang
sewa pohon dengan sistem kontrak dalam Tinjauan Hukum ekonomi islam
dan tokoh agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sewa-menyewa
pohon mangga yang terjadi di desaGedangan Sedayu Gresik diperbolehkan
dalam islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari sewa-menyewa
dengan melakukan perjanjian berdasarkan kerelaan dan kesepakatan.®

3. “Tinjauan Hukum ekonomi islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon

Untuk Makanan Ternak di Desa Manyong Kecamatan Karang Binangun

4 Nunung Muhayatun,”Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa
Bangsri, Kabupaten Jepara”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Wangisongo Semarang,
20007),h. 79.

® Ratri Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost
di Kelurahan Baciro kota Yokyakarta”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2010) h. 59.
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Kabupaten Lamongan® oleh Muflikhatul Karimah, Syari’ah, Muamalah,
2013. Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa pohon petai yang
daunnya digunakan sebagai makanan ternak oleh penyewa dalam Tinjauan
Hukum ekonomi islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah suatuk
bentuk akad yang digunakan dalam akad sewa sesuai dengan hukum Islam.
Karena dalam suatu akad yang diutamakan tujuan dari akad itu sendiri
bukan kata-kata yang digunakan dalam akadnya. Dan pelaksanaan sighat dan
prakteknya sah, karena adanya kerelaan.®
Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah ada yang
meneliti dan membahas tentang sistem pemancingan harian. Namun dalam
penulisan sebelumnya penulis belum menemukan penelitian yang secara
spasifik mengkaji tentang “Tinjauan Hukum ekonomi islam Tentang Akad
Pemancingan Harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola
KabupatenTapanuli Selatan”. Yang mana pada penelitian ini penulis mengkaji
Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Pemancingan Harian di Desa
Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dan
yang menjadi obyek penelitian ini adalah pemancingan harian dan para tokoh
agama yang terdapat di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola

Kabupaten Tapanuli Selatan.

6 Muflikhatul Karimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon
Untuk Makanan Ternak di Desa Manyong Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan®
(Skripsi--1AIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
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H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang
disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun
sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB | Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan
Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan

BAB Il Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian,
Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisi Data.

BAB Il berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh
agama dari hasil penelitian lapangan mengenai praktek akad pemancingan
harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli
Selatan, yang terdiri dari analisis praktek dan analisis terhadap pendapat tokoh
agama tentang akad pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB 1V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran



BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Sewa Menyewa
1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa didalam bahasa arab disebut ijarah. Secara etimologi
arti kata ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut terminology agama yaitu
memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya
dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan
sebagai bayaran pengunaan manfaat barang yang dipergunakan.’

Kata ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Dengan
pengertian semacam ini, pahal dinamakan dengan Ajr. dalam syariat, yang
dimaksud dengan ljarah adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan.
Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena
pohon bukanlah manfaat. Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan
perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada
umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali
dengan menghabiskanya. Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing
atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan mengadung kepemilikan
atas suatu manfaat.

Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang
merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada

benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda |,

" Rahmat Sayfe’i, Fikih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hal.122

12
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seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan,

seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan , tukang tenun, tukang 26 jahit,

tukang ojek, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan
tenaganya, seperti pembatu dan buruh.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahawa ijarah adalah menjual manfaat
bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk
diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya,
sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya. Sedangkan menurut istilah,
para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah,antara lain sebagai berikut:

a) Menurut Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan
manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa
denganimbalan.

b) Menurut Malikiyah, ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan
yangbersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

c) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, ijarah adalah
akadatas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

d) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, ijarah adalah pemilikan
manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

e) Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah adalah suatu jenis akad untuk

mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
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f) Menurut Hasbi Ash-Shiddigie, ijarah adalah akad yang objeknya
ialahpenukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat
dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

g) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenagaorang
lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.Berdasarkan
definisi diatas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarsesuatu
dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti
sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual
manfaat dan upah mengupahadalah menjual tenaga atau kekuatan.

Sewa-menyewa juga diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal
1600 KUHPerdata.® Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana
pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang
kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang
disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.
2. Dasar hukum sewa menyewa
Dasar — dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-Qur’an, sunnah dan
ijma’
a. Dalil Al-Qur’an

Dasar hukum ljarah adalah firman Allah Q.S Al-Bagarah/2: 233

8 Soedaryo Soimin,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet. 1; Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), h.371
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Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusuhkan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertagwalah kepada Allah Swt. dan ketahuilah
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.®

Dari ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anakmu disusui oleh
orang lain, maka pekerjaan ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah
pekerjaan tersebut. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan
kebolehan unuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu
pekerjaan yang kita butuhkan.

b. As-sunnah

Para ulama figh juga mengemukakan alasan sabda Rasulullah saw

,Dari Sa’id Al Musayyab, dari sa’d ia berkata, dahulu kami menyewakan

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, h. 37.
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tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta
sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau
memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau
perak.1

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa dahulu mereka tidak membayar
uang pada waktu akad sewa tetapi hanya mensyaratkan bagian dari asil
tanah tertentu, kemudian Rasulullah saw.melarang praktek sewa-menyewa
tanah yang tidak ditetapkan harga yang jelas pada awal akad dan beliau
memerintahkan bahwa pemilik tanah sudah memiliki bagian yang jelas pada
waktu akad sewa dengan uang pada masa itu yakni emas dan perak.
Landasan Ijma’

Disamping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum ijar>ah adalah ijma'.
Sejak zaman sahabat sampai sekarang ljarah telah disepakati oleh para ahli
hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal
tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam
kenyataan kehidupan sehari-hari ada orang yang memiliki berbagai jenis
alat tranfortasi untuk memudahkan setiap aktifitasnya. Di sisi lain ada orang
yang tidak memiliki alat tranfortasi untuk memudahkan setiap aktifitasnya.
Dengan dibolehkan ijarah maka orang yang tidak memiliki transfortasi bisa
memakai jasa dan memanfaatkan benda atau kendaraan yang dapat

memudahkan setiap aktifitasnya, dengan memberikan imbalan berupa uang

h.464

10 Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz I, Beirut: Daar Al-Kutub Al-TImiah, 1996,
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sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli barang atau jasa
tersebut.
d. ‘Urf

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah
menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan
meninggalkan, yang biasa disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli
syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.‘Urf tersebut
terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan
stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan
kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijma’, karena ijma merupakan
tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.

‘Urf ada dua macam, yaitu:

1) ‘Urf yang shahih adalah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan
tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang
diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

2) 'Urf yang fasid adalah: sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan
tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu
yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.!

Hukum-hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah menurut
perubaahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang

akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam

1 Abdul Wahhab Khallaf, IImu Ushul Figh, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet, 1;
Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1994), h.123.
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perbedaan pendapat semacam ini para Fugaha berkata, "perselisihan itu
adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.
‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri.

Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta

menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan “urf

dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf
pula terkadang giyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak
borongan apabila sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut
giyas.*?
3. Rukun dan syarat sewa menyewa
a. Rukun sewa menyewa

Transaksi ljarah dalam kedua bentuknya akan syah bila memenuhi
rukun dan syarat. Rukun dan ijarah sebagai bentuk transaksi adalah akad
atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukan bahwa transaksi itu
telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam
transaksi ijarah itu adalah:

1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda
yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga atau sewa dari jasa
benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau muijir.

2) Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat
yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau

sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau musta’jir.

12 Rachmat Syafe“I, Ilmu Ushul Figih, (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.131.
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3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang
digunakan disebut ma jur.

4) Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.

b. Syarat sewa menyewa

Adapun syarat-syarat ljarah sebagaimana yang ditulis Nasrun

Haroen adalah sebagai berikut:

1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi‘iyah
dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu,
apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang
gila ljarah nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah
berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai
usia baliq. Oleh karenanya, anak yang barumumayyiz pun boleh
melakukan akad ljarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya
melakukanakad ljarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa
melakukan akad ini, maka akad ljarah nya tidak sah.

3) Manfaat yang menjadi objek ljarah harus diketahui, sehingga tidak
muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi
objek jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa
lama manfaat itu ditangan penyewanya.

4) Objek al-ljarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan

tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama figh sepakat, bahwa tidak
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boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan
dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa
rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat
langsung ia manfaatkan.

5) Objek al-ljarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab
itu,para ulama figh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang
untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan
numah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya
menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau
menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para
ulama figh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini
tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu
sendiri.

7) Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti,
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh
dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan
dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada
dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

8) Upah atau sewa dalam ljarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang

memiliki nilai ekonomi.?

13 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Cet. 2;
Jakarta:Kencana, 2012), h. 278.
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4. Aspek-aspek dalam sewa-menyewa
Dilihat dari segi objeknya sewa-menyewa (ijarah) dapat dibagi menjadi
dua macam vyaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat
pekerjaan (jasa).

a. Sewa-menyewa Yyang bersifat manfaat. Sewa-menyewa tanah untuk
pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.

b. Sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan .

ljarah semacam ini menurut ulama figh hukumnya boleh apabila jenis
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukaang jahit dan tukang sepatu.

Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti mengambil seorng

pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga yang bersifat

serikat seperti mengabdi buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya.
5. Batalnya Akad Sewa-Menyewa
ljarah pada jenis akad lazim, yaitu tidak boleh adanya fasakh pada salah
satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali telah didapati
hal-hal yang mewajibkan fasakh. lajarah akan menjadi batal bila terdapat hal-
hal sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiah ijarah dipandang habis dengan meninggalkan salah
seorang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk
meneruskanya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal tapi
diwariskan.

b. Pembatalan akad.
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c. Terjadinya kerusakan barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama
lainya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah,
tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.

d. Habis waktu kecuali akad uzur.

e. Menurut ulama hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian daganganya ada yang
mencuri, maka ia dibolehkan untuk mem-fasakh-kan sewaan tersebut.

Menurut  Al-kasani dalam kitab Al-Badaa’iu  Ash-shanaa’iu,
menyatakan bahwa akad sewa-menyewa berakhir bila ada hal-hal sebagai
berikut:

a. Objek sewa-menyewa hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan
terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa menyewa telah berakhir.
Apabila itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan
apabila yang disewa itu jasa seseorang maka seseorang tersebut berhak
menerima upahnya.

c. Wafatnya sesorang yang berakad.

d. Apabila ada ‘uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita

negara karena terkait adanya hutang, maka akad sewa-menyewa batal.**

14 Abdur Rahman Ghazaly, Figih Muamalah, jakarta: kencana prenada media Group,
2010, cet.1, Hal.283
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B. ljarah
1. Sifat dan hukum ljarah
a. Sifat ljarah

Menurut ulama Hanafiyah, ljarah adalah akad lazim yang
didasarkan pada firman Allah Swt : yang boleh dibatalkan. Pembatalan
tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ljarah adalah akad
lazim yang, tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang
merusak pemenuhannya seperti hilangnya manfaat.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah ljarah
batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat
dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, ljarah tidak
batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

b. Hukum ijarah

Hukum ljarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan
tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'‘qud ‘alaih,
sebab ljarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ljarah rusak, menurut ulama hanafiyah, jika
penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau
yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila
kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan
disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya,

upah harus diberikan semestinya.
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Jafar dan ulama syafi' iyah berpendapat bahwa ljarah fasid sama
dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran
yang dicapai oleh barang sewaan.®®

2. Macam-macam ijarah dan hukumnya.
[jarah ada dua macam, yaitu:

a. ljarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah
manfaat suatu benda. Hukum ijarah atas manfaat (sewa-menyewa)
dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal,
toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau
angkutan, pakaian dan perihasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang
diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan.
Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang
diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

b. ljarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah
amal atau pekerjaan seseorang. Hukum ijarah atas pekerjaan (upah-
mengupah) adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut
barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan
sebagainya.Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajiratau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

15 Rachmat Syafe*], Figih Muamalah, (Cet. 5; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 130.
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1) Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang
untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain
selain orang yang telah mempekerjakannya.

2) Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari
satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan
tenaganya.'®

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi
Transaksi yang dizinkan dalam Islam adalah transaksi yang didalamnya
kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil. sehingga
tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari maka Islam mengatur secara
jelas dalam hal tersebut, baik dalam hal musyawarah, tawar menawar, akad dan

pembayaran. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Anjuran bermusyawarah

Musyawarah adalah perundingan bersama antara dua orang atau
lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Ketentuan bemusyawarah

terdapat dalam Q.S. Ali'lmran/3: 159.%
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16 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 329.
17 Departemen Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya, h. 71
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Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk
mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang
bertawakal.

Avyat tersebut menganjurkan kepada kita bahwa dalam mengerjakan
segala urusan hendaklah bermusyawarah dahulu agar mendapatkan
keputusan yang terbaik. Baik dalam urusan pernikahan, jual-beli, sewa-
menyewa dan lain-lain. Dalam hal ini bermusyawarah dalam sewa-
menyewa empang ikan antara pemilik empang ikan dengan penyewa
mengenai akad, pembayaran, dan lain-lain.

. Tawar-menawar

Dalam tawar-menawar harga sewa, kedua belah pihak tidak boleh
melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak
lainya, sebaliknya kedua belah pihak harus menciptakan suasana rukun
dan saling menguntungkan dengancara yang adil serta tolong menolong
antar sesamanya.

. Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan gabul dengan cara yang
dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
8perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua

pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal

dari pihak yang lain, dan pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

18 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 46
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Bentuk akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang
memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan gabul, dan dapat

juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan gabul.

. Pembayaran

Dalam Islam tidak ada nash yang secara jelas memerintahkan untuk
menulis pembayaran harga sewa-menyewa, namun secara global al-Qur'an
memerintahkan untuk menuliskan apabila melakukan suatu kegiatan

muamalah. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Bagarah/2: 282.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
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menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar.

Ayat diatas mengadung hikmah yang sangat besar bagi ketenangan
masyarakat bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu kegiatan
muamalah, karena dengan adanya tulisan itu dapat menjadi bukti yang
mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa dan hendaknya
disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan transaksi
tersebut.

4. Hak dan kewajiban para pihak
Hubungan yang terjadi antara para pihak merupakan hubungan timbal
balik.Sehingga dalam pelaksanaan akad perlu diperhatikan hak dan kewajiban
antara para pihak. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa yang
dilakukan kedua pihak tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak
yang merasa dirugikan.
a. Hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan
1) Berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah
disepakati ketika melakukan akad sewa.
2) Berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi izin
pemanfaatan barang kepada penyewa.
3) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan.
4) Bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang bukan karena
kelalaian atau kesalahan penyewa dalam penggunaan barang.

5) Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.
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6) Memberi kenyamanan kepada penyewa dari barang yang disewakan
selama berlangsungnya sewa-menyewa.

b. Hak dan kewajiban pihak yang menyewa
1) Berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan

kesepakatan.

2) Berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati
ketika melakukan akad sewa.

3) Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai kesepakatan.

4) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa karena kelalaian
penyewa.

5) Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah habis waktu
sewa atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya
persewaan.®

Hak-hak penyewa atau konsumen juga diatur dalam UU No. 8

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Bab ke 3 pasal 4 butir

b,c, dan d dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:

c. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.

d. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa.

1% Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian (Cet.
1;Jakarta: Visimedia, 2010), h. 48
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e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan.?
5. Berakhirnya akad ijarah
Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad ijarah, sebagai berikut:

a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.

b. Habis tenggang waktu yang disepakati.

c. Manurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal
dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur
ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad
berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan
ijarah itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang
seperi kebakaran dan dilanda banjir.

C. Jual beli
1. Pengertian jual beli
Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat
diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.?! Pengertian jual
beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar
menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam
hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam,

20 Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, “dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,
(Cet.2.jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 38

21 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 173.
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berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi

Islam yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti
yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang
(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar- menukar barang dengan
uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud
dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh
melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

2) Arti umum vyaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta
menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.??

b. Menurut Ulama’ Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian,
yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu
yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah agad yang
mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak
menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh
pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang
ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi
bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya

22 |pid., 175
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tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat
direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada
dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui
sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.?
c. Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah,
yaitu:

1) Menurut ulama Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu
agad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat
yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda
atau manfaat untuk waktu selamanya.

2) Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar
menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah
dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan
bukan utang.?*

3) Menurut Hasby Ash-Shidigy memberikan definisi jual beli sebagai
pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau
memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang
dibolehkan. Agad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta,
maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.?®

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua

belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling

23 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69
2 |bid., 69
%5 Hasby Ash-Shidiki, Figih Muamalah (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), 97
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menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap
dengan jalan yang dibenarkan oleh syara’. Yang dimaksud sesuai
dengan syara’ adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.
2. Dasar Hukum Jual Beli
a. Al-Qur’an
Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur’an dan al-Hadits,
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bagarah ayat 275

J;J.J wwmm&m,ﬁuﬂ St Y g5l 5K gl
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Bagarah: 275)%

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah
telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya degan baik dan

melarang praktik jual beli yang mengandung riba.
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% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerrbit J-ART,
2005), 48.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29).%’

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama

dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu,

merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah,

kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar

suka sama suka dan saling menguntungkan.

. Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar
yang berbunyi:

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya

“usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang

mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-

Hakim).

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak
membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi
harus berdasarkan syariat. Pekerjaan ynag paling baik adalah berusaha

dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan

mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.?®

27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerrbit J-ART,

2005), 84

244,

28 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis Vol 3, No. 2 (2015), 242-
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C. jma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang
kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah
bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.®

3. Rukun dan Syarat Sah Jual beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang
mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari
pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan
hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri
dari:

a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
b. Adanya uang dan benda
c. Adanya shighat (ijab kabul)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi,
sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut
tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.*

Rukun jual beli menurut Fugaha’ Hanafiyah adalah ijab dan qabul
yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yag dapat
menggantikannya, seperti pada kasus ta’athi (memberikan barang dan harga

barang). Sedangkan menurut jumhur fugaha rukun jual beli ada empat yaitu

29 Enang Hidayat, Figih Jual Beli, 15
30 Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam ( Jakarta: Sinar Grafika,
2012), 140.
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pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan obyek jual beli.®
Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya,
tentang objeknya, dan tentang shighat (ijab kabul).
a Tentang Subjeknya
Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:
1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual
belinya
Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau
memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah atu pihak tidak

berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri,bahwa dalam melakukan
perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau
paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan
perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur
paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri”
adalah tidak sah.

3) Keduanya tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan

diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir),

sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang

31 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2002), 120-12
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yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan
sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut
kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada
dibawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum
untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai
dengan ketentuan hukum: “janganlah kamu serahkan kepada orang-
orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah
mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah
kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4): 5).%?

4) Baligh

Madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para pihak) harus
mumayyiz, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh.
Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat nafadz,
sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat
in’agad.®

b Tentang Objeknya
Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang
menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual
beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat

dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya,

32 Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, 143.
33 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, 124-125
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mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan.
1) Bersih Barangnya
Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang
yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda
najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu
didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabir Bin Abdullah, berkata
Rasulullah saw:.... “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah
mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai,
begitu juga babi dan berhala...” (sepakat ahli Hadits).
2) Dapat dimanfaatkan
Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah
kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama
(syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak
bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu
barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang
bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat
diakatakan tidak bermanfaat.
3) Milik orang yang melakukan akad
Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli
atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah
mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang

yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik,
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dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang
suami menjual barang milik istrinya anpa mendapat izin atau kuasa
dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli.
Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang
milik istrinya itu batal.
4) Mampu menyerahkan
Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik
sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang
dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang
diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
5) Mengetahui
Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah
harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab
bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui
disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan
barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.
Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus
mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu
pembayaran.
6) Barang yang di akadkan ditangan
Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum
di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab

bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana
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telah diperjanjikan.®*
c Tentang shighat (ijab dan kabul)

Para ulama berpendapat bahwa shighat ini sangat penting karena
shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan kabul
ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.®

Ulama figih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah
kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat
transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan kabul harus diungkapkan
dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat
mengikat kedua belah pihak.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam transaksi, secara
otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama figih
menjelaskan bahwa syarat dari ijab kabul adalah sebagai berikut:

1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus
telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Madzab Hanafi
mensyaratkan hanya telah berakal saja.

2) Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “saya jual mobil inii
dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli
dengan harga seratus juta rupiah”.

3) ljab dan kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh

terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus

34 Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, 146
% Oni Sahroni & M Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27
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hadir pada waktu yang bersamaan.
4. Macam-macam Jual Beli
1) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Obyek Barangnya
Pembagian jual beli dilihat dari segi obyek barang yang
diperjualbelikan terbagi kepada empat macam:
a) Bai’ Al-Mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang®’
b) Bai’ Al-Salam, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran
dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment
atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi,
jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta
disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
Salam boleh dilakukan berdasarkan dalil Al-qur’an, yakni QS.

Al-Bagarah ayat 282:
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% Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, Jurnal Studia Islamika Vol 11, No. 2 (2014),
377-378.

37 Enang Hidayat, Figh Jual Beli, 48

3% Ascarya, Akad danProduk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 90
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya” >

C) Bai’ Al-Sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang
lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar menukar emas
dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini mempuntai
syarat sebagai berikut: saling serah terima sebelum berpisah badan di
antara ke dua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan,
tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya. Penyerahan barangnya tidak
di tunda.

d) Bai’ AI-Mugayadhah (Barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta
selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam
jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

2) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya
Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang

terbagi kepada tiga macam:

a) Bai’ Al-Musawamah, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa

3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerrbit J-ART,
2005), 49
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menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini

merupakan hukum asal dalam jual beli.

b) Bai’ AI-Muzayadah, yaitu para penjual memperlihatkan hargabarang
di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut denganharga
yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau
disebutkan penjual.

C) Bai’ Al-Amanabh, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga
awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan Bai’ al-amanah karena
penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan
harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata:” saya membeli
barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya
kepada anda seharga Rp. 130.000.” dan ini terbagi kepada tiga macam
yakni sebagai berikut:*

(@) Bai’ Al-Murabahah, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan
harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata
lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan
harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp.
750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp.
1.750.000. pada umumnya si penjual eceran tidak akan memesan

dari grosir sebelum ada pesenan dari calon pembeli dan mereka

40 Enang Hidayat, Figh Jual Beli, 48
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sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan
yang akan ia ambil serta besarnya angsuran kalau akan dibayar
secara angsuran.

(b) Bai’ Al-tauliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga
asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau
menguranginya.

(¢) Bai’ Al-wadhi’ah, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga
asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam
Bai’ Al- Mura>bahah adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam
Bai’ Al-tauliyah adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya,
sedangkan dalam Bai’ Al- wadhi’ah adanya ketentuan menyebutkan
potongan harganya.*!
5. Jual Beli yang diperselisihkan
Beberapa macam jual beli yang disebutkan di atas, ada beberapa
macam jual beli lain yang diperselisinkan hukumnya, meskipun sebenarnya
sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut di antaranya:
1) Jual beli juzaf, jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan.
Dalam terminologi figih, jual beli juzaf adalah jual beli sesuatu
tanpa harus di timbang, di takar atau dihitung.*
2) Jual beli wafa’ (al-bai’ al-wafa’)

Jual beli wafa’ adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak

1 Ibid., 49
42 Zakariah Daradjat, Agama dan Kesehatan Metal (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 256.
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yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut
dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu
yang telah ditentukan tiba.*
3) Jual Beli ‘Inah
Menurut al-Jauhari kata “inah” bermakna pinjaman dan utang.
Dia mengatakan bahwa “inah” adalah jika ada seorang pedagang
menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan
harga yang lebih rendah. Jual beli secara inah berarti seseorang menjual
barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu
diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali
barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga
pertama.*
6. Akad Dalam Hukum Islam
a. Pengertian dan Dasar Hukum
Akad Dalam Islam Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-
agdyang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini
juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara
orang yang berakad. Dalam kitab figih sunnah, kata akad di artikan
dengan hubungan dan kesepakatan
Secara istilah figih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab
(pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan)

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

43 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), 179
4 Eka Nuraini, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII,
No.4 (2015), 789
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Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat”
maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau
lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara®.
Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain,
atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata
“berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya
perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak
lain (yang menyatakan gabul).*

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh
Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara™ yang
menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan ,
akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua
belah pihak”.%8

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad
adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan
kontrak) dengan gabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang
memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al- Qur*“an adalah surah Al-

Maidah ayat 1 sebagai berikut :
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5 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta : Kencana,2010), h. 51
46 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah,2010), h.15



47

A \ & -
P ~ ’//w ? L P ., ©
2 .V/é Lé;;g;“ ‘UM Ql/aj,.>- r&}\j -/5»?..4“

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yangdikehendaki-Nya .
(Q.S Al-Maidah : 1)#

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi
perjanjian atau akad ituhukumnya wajib.
b. Rukun dan Syarat Akad
1) Rukun-Rukun Akad
Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :
a) Aqid
Agid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang
masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri
dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar
biasanya masing- masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris
sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang
terdiri dari beberapa orang.
b) Ma“qud ,,Alaih
Ma“qud ,,alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan
(objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli,

dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

47 Depag RI, Al-Qur“an dan Terjemahnya, (Semarang : PT KaryaToha Putra, 2002),
h.141.
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¢) Maudhu“ al-Aqid
Maudhu al-Agid adalah tujuan atau maksud mengadakan
akad.Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.Dalam akad
jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari
penjual kepadapembeli dengan di beri ganti.
d) Shighat al-Aqid
Sighat al-Agid yaitu ijab gabul. ljab adalah ungkapan yang
pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan
melakukan akad, sedangkan gabul adalah pernyataan pihak kedua
untuk menerimanya. Pengertianijab gabul dalam pengalaman dewasa
ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan
pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau
ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan
akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang
melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor
pos.*8
Dalam ijab gabul terdapat beberapa syaratyang harus di penuhi,
ulama figh menuliskannya sebagai sebagai berikut :
a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak,misalnya : aku
serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
b) Adanya kesesuaian antara ijab dan gabul

c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah

“8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogayakarta :Pustaka Kencana,
2010), h. 51



49

pihak, tidakmenunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

d) Menggambarkan kesungguhan kemauan daripihak-pihak yang
bersangkutan, tidak terpaksa,dan tidak karena di ancam atau di takut-
takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling
merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama figh dalam
berakad, yaitu :

a) Dengan cara tulisan atu kitabah, misalnya dua agid berjauhan
tempatnya maka ijab gabul boleh dengan kitabah atau tulisan.

b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di
laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu
yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan
isyarat.

c) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara
perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang
tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.

d) Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama,apabila seseorang meniggalkan
barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang
yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang
telah ada akad ida " (titipan).

ljab gabul akan di nyatakan batal apabila :
a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat gabul dari si

pembeli,
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b) Adanya penolak ijab gabul dari si pembeli,

c) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan,
namun keduanya telahpisah dari majlis akad. Ijab dan gabul di
anggap batal,

d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi
kesepakatan,

e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya gabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di
tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat
menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama figh menerangkan
beberapa cara yang di tempuh dalam akad,yaitu :*°

a) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua ,aqid berjauhan
tempatnya, maka ijab gabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah
para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.

b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan
dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat
mengadakan ijab gabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan
tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab gabul dengan
ucapan dan tulisan. Dengan demikian, gabul atau akad di lakukan
dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi

orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

30

49 Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta : BulanBintang, 1997), h.
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2) Syarat-Syarat Akad
Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :>°

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah
akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan
karena boros.

b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,

c) Akad itu di izinkan oleh syara”, di lakukan oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ,aqid yang
memiliki barang,

d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara®™, seperti jual beli
mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah
bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),

e) ljab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi gabul. Maka
apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum gabul maka
batallah ijabnya,

f) ljab dan gabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang
berijab telah berpisahsebelum adanya gabul, maka ijab tersebut
menjadi batal.

3) Prinsip-Prinsip Akad
Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang
berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip akad dalam

0 Abdul Rahman Ghazaly, Op.,Cit, h.55



52

Islam?3?:
a) Prinsip kebebasan berkontrak.
b) Prinsip perjanjian itu mengikat.
c¢) Prinsip kesepakatan bersama.
d) Prinsip ibadah.
e) Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
f) Prinsip kejujuran (amanah).
4) Macam-Macam Akad
Para ulama figh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan
di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut
syara“, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :>?
a) Akad Shahih
Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun
dan syarat-syaratnya.Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya
seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada
pihak-pihak yang berakad.
Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam,
yaitu:>3
(1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di
langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak

ada penghalang untuk melaksanakannya,

51 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta :Ull Pres, 1982),
h.65

%2 Loc., Cit., h. 55-56

53 Abdul Aziz Muhammad Assam, Op.,Cit, h. 20
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(2) Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap
bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk
melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di
langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang
shahih itu, para ulama fighmembaginya kepada dua macam, yaitu :

(1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad,
sehingga salah satu pihka tidak boleh membatalkan akad itu tanpa
seizin pihaklain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,

(2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang
berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam
meminjam), dan al-wadi‘‘ah (barang titipan).

b) Akad tidak Shahih
Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat
kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat
hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang
berakad.
Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan

Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

(1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu
rukunnya atau ada larangan langsung dari syara“.Misalnya, objek

jual beli itu tidak jelas.Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual
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ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap
bertindak hukum.
(2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan,
akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya,
menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis,
dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidakdi sebut brand
kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan
antara penjual dan pembeli.

Ulama figh menyatakan bahwa akad bathil danakad fasid
mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak
mengakibatkan hukum apapun.

(3) Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal,di
antaranya sebagai berikut :>*

(@) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad
tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

(b) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad
tersbeut sifatnya tidak mengikat.

Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat
dianggap berakhir jika :

(@) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur

5 Abdul Rahman Ghazaly, Op.,Cit, h. 58-59
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tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
(b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
(c) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara
sempurna,
(d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
5) Hikmah Akad
Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai
hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut :>
a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam
bertransaksi atau memiliki sesuatu.
b) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian,
karena telah di atur secarasyari.
c) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikian sesuatu,
sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinnya.
D. Pengertian Kolam Pancing
Pemancingan atau Kolam adalah tempat memancing. Di dalamnya
terdapat ikan yang akan dipancing, ikan sebagai objek pancingan yaitu target para
pemancing (objek buruan pemancing) dalam pemancingan tersebut.®® Menurut
Biggset al. adalah perairan terkendali, danau buatan, atau reservoir air yang
digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktifitas budidaya ikan,

pemancingan rekreasi, atau hiasan.

5 Abdul Rahman Ghazaly, Op.,Cit, h. 58-59
% Jimmy Weles, Wikipedia Bahasa Indonesia, Di Akses. Pada Tanggal 03 Oktober 2022,
Pukul 03-30 WIB, http;//id.m.wikipedia.



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bargottopong, adapun waktu yang
digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 17 Desember
2022 s/d. tanggal 21 Januari 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang
bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusu yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan
antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian
kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitia melalui cara-
cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian

dengan bentuk studi lapangan atau field research.’

5 Aminuddin (ED), Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model
Pengembangannya,(Malang: Yayasan A3, 1990), 14.
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C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer
Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama,
diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara
langsung dari subjek penelitian.®® Dalam data primer ini peneliti akan
melakukan wawancara langsung kepada Pemilik kolam, Penyewa kolam, dan
Tokoh Agama.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber
data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan
yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.
D. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan
dengan cara mengamati langsung ke tempat tujuan atau objek yang ada
dilingkungan yang sedang berlangsung dengan menggunakan panca indra.
Pengumpulan data observasi dalam Tinjauan Hukum ekonomi islam terhadap

akad pemancingan harian kolam ikan, harus diusahakan mengamati keadaan

%8 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
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yang sebenarnya dan peneliti dapat menggunakan cacatan atau perekam bukti
atau mengingat untuk peneliti.
2. Wawancara
Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan
berhadapan muka dengan orang yang mmeberikan keterangan pada si peneliti.
Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota
yang melakukan kegiatan memancing ikan secara harian di Desa Bargottopong
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.>®
3. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar atau
karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan
misalnya dokumen resmi, buku majalah, arsip, dokumen pribadi, poto terkait
dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bagaimana
tinjauan islam tentang akad pemancingan harian di Desa Bargottopong Kec.
Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.
E. Tehnik Pengolahan Data
Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara
kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun
dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-

tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

%9 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.
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1. Editing/ edit
Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di
lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang
terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya
kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu proses editing sangat diperlukan
dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema peneltian ini.
2. Klasifikasi
Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara
diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan
dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat
informasi di dalam penelitian ini.
3. Verifikasi
Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul
untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan
sesuai dengan yang diharapkan peneliti.
F. Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan
dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Temuan Umum Hasil Penelitian
1. Kondisi Geografis Desa Bargottopong

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di Desa
Bargottopong. Desa Bargottopong merupakan bagian dari wilayah Kecamatan
Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.Pada
tahun 1992, Desa Bargottopong ditetapkan sebagai Desa defentif yang
membawai tiga Dusun yaitu Dusun Kanari, Dusun Paladang dan Dusun Ujung.

Luas wilayah desa Bargottopong mencapai 924 ha dengan jumlah
panduduk sebanyak 3.705 jiwa, yang terdiri dari: laki-laki 1.789 jiwa,
perempuan 1.918 dan 998

KK. Penduduk Desa Bargottopong pada umumnya bermata pencaharian
sebagai petani sumberdaya yang dihasilkan seperti padi.

Secara Administrasi luas wilayah di Desa Bargottopong 924 ha, yang
luas dari tiga Dusun yaitu: Dusun Ujung 381,00 ha, Dusun Paladang 304 ha,
dan Dusun Kanari 238 M2 / ha. Selain itu wilayah inijuga berbatasan dengan
Desa lainnya, yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sibulele
b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tahalak Ujung Gading

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sijungkit

60
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B. Temuan Khusus Hasil Penelitian
1. Praktek akad dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap

pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa beridiri sendiri dan
sangatmembutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek
kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan
dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli,
sewa menyewa,bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk
kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.®°

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di
dalam kehidupan.Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa
praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan
bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan atau
perekonomian masyarakat yang melaksanakannya. Sewa menyewa kolam
pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten
Tapanuli Selatan melaksanakan praktek sewa menyewa tersebut.Sewa
menyewa yang dilakukan adalah sewa kolam pancing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara
dengan pemilik kolam pancing di Desa Bargottopong Kecamatan Batang

Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun sistem yang sering digunakan

80 Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Cet.1; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994), h. 278
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oleh pemilik kolam pancing untuk di sewakan kepada penyewa kolam pancing
yaitu sistem harian.

Sebelum menganalisis proses sewa menyewa Kolam Pemancingan di
Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,
sekilas tentang ketentuan sewa menyewa. Rukun dari sewa menyewa sebagai
suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur
yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa adalah:
a. Agidain (Dua orang yang berakad)

Agidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan
transaksi sewa menyewa Yyakni mu'jir (orang yang menyewakan) dan
musta'jir (orang yang menyewa).

b. Sighat (ijab dan gabul)

ljab dan gabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa
menyewasuatu barang atau benda. ljab adalah permulaan penjelasan yang
keluar dari salahseorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya
dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah
adanya ijab untuk menerangkanpersetujuan.

c. Ujrah (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat
barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan
kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi
penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat terjadinya akad

sebagaimana dalam transaksi jual beli.
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d. Ma'jur (Manfaat atau objek ijarah)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan
sebagai objek ijarah. Apabila objek ijarah berupa manfaat harta benda
maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek ijarah berupa
manfaat suatu perbuatan makadisebut upah-mengupah.5!

Adapun adanya orang yang melakukan Agidain (akad) yaitu si
penyewa dan pemilik, pada peraktik sewa menyewa kolam pemancingan
di Desa Bargottopong ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni
penyewa dan yang menyewakan tetapada.

Terkait dengan syarat jasa yang disewakan harus memiliki manfaat.
Untuk semua penyewa sama meskipun manfaat atau hasil yang diperoleh
antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda-beda,
seperti yang dikatakan oleh informan ketika wawancar

Irfan (penyewa kolam pemancingan) mengatakan:

mengenai perolehan manfaat tentu saja berbeda diantara para
pemancing

Proses Terjadinya Transaksi Sewa Menyewa. Kolam pemancingan di
Desa Bargottopong merupakan tempat pemancingan dengan sistem akad
sewa. Sewa- menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat
didalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak dapat dipungkiri
bahwa praktek sewa-menyewa merupakan suatu bentuk dari kegiatan

bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan

61 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, h. 278.
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perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan vyaitu hasil
wawancara dengan pemilik dan penyewa kolam pemancingan. Adapun
sistem akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan
kepada penyewa yaitu sistem sewa harian.

Kolam pancing harian adalah tempat khusus yang disediakan untuk
memancing dengan cara penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan
sistem sewa borongan yaitu dengan menyewa sebuah kolam ikan yang akan
menjadi tempat pemancingan, adapun pihak penyewa adalah kawanan
pemancing yang membayar harga sewa sesuai dengan yang telah disepakati
antara pemilik empang dengan pihak penyewa yaitu sebesar Rp 25.000.
seperti yang disampaikan informan ketika wawancara

Kamaruddin, (pemilik kolam) pada saat wawancara mengatakan:

Biasanya jika ada yang ingin menyewa kolam ikanku, saya
tawarkan denganharga Rp 25.000.52

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ruslan (pemilik kolam)
mengatakanbahwa:

Harga yang saya tawarkan jika ada yang ingin menyewa kolam
ikanku untuk memancing adalah Rp. 25.000.

Begitu pula yang dikatakan Ismail (penyewa), mengatakan bahwa:

Pemilik kolam di Bargottopong menawarkan harga Rp. 25.000 dan
kami tentunya lakukan nego/menawar agar kiranya pemilik
kolam mau menurunkan harga sewanya, tapi biasanya harganya
biasanya berbeda di tempat lain tergantung luas kolamnya.

62 Kamaruddin, pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan,
20 Desember 2022.
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Berdasarkan dari pernyataan diatas, dari beberapa pemilik kolam dan
juga penyewa bahwa harga sewa dapat berubah sesui dengan kesepakatan
antara pemilik kolam dengan pihak penyewa. Sebelum melakukan transaksi
sewa, salah seorang dari pihak penyewa sehari sebelumnya meninjau
kolam yang akan disewa dengan cara mengetes atau memancing di kolam
tersebut selama beberapa menit untuk memastikan adanya ikan di kolam
tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh seorang penyewa pada saat wawancara.

Mubh. Saleh (penyewa), saat wawancara mengatakan bahwa:

Sebelum menyewa kolam, saya mewakili kawan-kawan pemancing

pergi untuk mencoba mengetes kolam tersebut dengan memancing

hingga dapat dua atau tiga ekor baru saya simpulkan bersama
kawan-kawan untuk nantinya jadi pertimbangan jadi atau tidaknya
untuk disewa ataupun jadi petimbangan harga sewanya.®

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum akad dilakukan
pihak penyewa melakukan pengetesan terhadap kolam yang hendak disewa
untuk memastikan adanya ikan dalam kolam tersebut, penyewa dapat
membawa alat pancing masing-masing,adapun batas waktu penyewaan
pada kolam pancing yaitu waktu mulai pukul 07:00-17:00, jenis ikan yang
terdapat dalam kolam ini adalah jenis ikan air tawar seperti nila, ikan mas,
dan juga gabus, ikan hasil pancingan dapat dibawa pulang tanpa tambahan
biaya.Untuk semua penyewa sama meskipun manfaat atau hasil yang
diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda-

beda. Dalam penyewaan kolam tidak ada syarat khusus yang diberlakukan

Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara.

83 Muh. Saleh, Penyewa kolam pemancingan,wawancara oleh penulis di rumah informan,
20 Desember 2022
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Kamaruddin, (pemilik kolam) pada saat wawancara mengatakan:

Tidak ada syarat khusus dalam penyewaan kolam ditempat ku, para

penyewa membawa alat pancingnya masing-masing terserah mau

bawa alat pancing berapa hanya saja waktunya saya batasi sampai

jam 17:00.%4

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Jumardin (penyewa)
mengatakan:

Alat pancingnya Kkita sendiri yang bawa, tidak harus satu yang
dibawa, kawan-kawan pemancing biasanya ada yang bawa 3 set
bahkan ada yang bawa sampai 5 set alat pencing dan waktu
sewanya dari pagi sampai sore, ikan yang didapat juga beragam ada
ikan nila, mas dan gabus, mengenai jumlah yang diperoleh berbeda-
beda yahh, tergantung keberuntungan setiap pemancing.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, bahwa dalam
sistemnya tidak ada syarat khusus yang diberlakukan dalam penyewaan
kolam pancing di Desa Bargottopong Kabupaten Tapanuli Selatan dengan
batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pemancing nantinya berhak
membawa pulang ikan sesuai dengan jumlah yang diperolehnya, dengan
sistem yang seperti ini jumlah hasil yang diperoleh oleh setiap pemancing
tentunya berbeda hal ini karena hasil yang tidak dapat dipastikan walaupun
dalam hal memancing itu harus mempunyai keahlian, namun untuk
mendapatkannya tersebut berdasarkan keberuntungan atau hari baik.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak
cakap berindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat

membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi“l dan

hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (baligh). Perjanjian

64 Kamaruddin, pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan,
20 Desember 2022
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sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut
mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk(berakal).
Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi
syarat- syarat sebagai berikut:
a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa.
Maksudnya, kalau dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur
pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan

syariat Islam. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa : 29 :

P58 52 588 o S dl, S Sl 8 1 sl @

_ 22 ) :g') ;,/v/“},//g'),
@ B3 S O8N & SB) HE8 Sis

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.

1) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa menyewa, yaitu
barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termaksud juga masa sewa
(lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang yang
diperjanjikan.

2) Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukkannya

Maksudnya, kegunaan barang yang disewkan harus jelas
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dan dapatdimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukkannya
(kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat
digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa
menyewa itu dibatalkan.
3) Objek sewa menyewa dapat diserahkan
Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa
harus dapatdiserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena
itu, kendaraan yang aka nada (baru rencana dibeli) dan kendaraan yang
rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa,
sebab yang demikian tidak dapat mendatangkan manfaat bagi penyewa.
b. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam
agama Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak
dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan.
Misalnya, perjnjian sewa- menyewa rumah yang digunakan untuk
kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta
memberikan uang kepada tukang ramal.%®
Dari kesimpulan di atas pelaksanaan sewa menyewa kolam
pemancingan di Bargottopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten
Tapanuli Selatan menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang
sederhana tanpa ada perjanjian secara detail mengenai hak dan kewajiban
yang berlaku selama proses penyewaan. Akibat dari sistem akad tersebut

tidak sedikit pemancing mengeluh dengan hasil yang diperoleh kurang

8 Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Cet.1; Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 158
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memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan si penyewa. Hal ini dapat
menimbulkanmerugikanpada salah satu pihak.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan
pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dalam
prakteknya pihak penyewa memeberikan sejumlah uang kepada pemilik
kolam atas dasar pemanfaatan tempat. Sewa menyewa kolam pemancingan
yang dilakukan di Desa Bargottopong, Kecamatan Batang Angkola,
Kabupaten Tapanuli Selatan menerapkan penyewaan kolam pemancingan
dengan sistem sewa harian.

Adapun sistem pembayaran dalam sewa menyewa kolam
pemancingandi Desa Bargottopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten
Tapanuli Selatan, yaitu:

Sistem pembayaran dalam sewa menyewa kolam pemancingan yang
dilakukan di Desa Bargottopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten
Tapanuli Selatan adalah dibayar pada awal transaksi atau sebelum
pemancing mulai memancing, pembayarannya harus segera dilunasi. Sistem
pembayaran seperti ini juga bisa disebut dengan akad salam, dimana secara
etimilogi salam artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah
penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan
jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana
syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Dalam

pengertian sederhana, Salam berarti pembelian barang yang diserahkan
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dikemuadian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.®

Berdasarkan dari hasil yang ditemukan bahwa sistem sewa menyewa
kolam pemancingan di Desa Bargottopong, Kecamatan Batang Angkola,
Kabupaten Tapanuli Selatan pembayarannya dilakukan di awal transaksi.
Hal ini sesuai yang dengan yang diungkapkan oleh informan ketika
wawancara.

Ruslan (pemilik kolam) mengatakan bahwa:

Sebelum para penyewa mulai pemancing di kolam, mereka mesti
membayar uang sewa dulu.®’

Begitu pula dengan Imam Sasmawan (penyewa), mengatakan
bahwa:

Disini biasanya biaya sewanya dibayar di awal, baru setelah itu kami
bisa memancing sepuasya selama seharian.

Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa
penyewaan kolam pemncingan di Desa Bargottopong, Kecamatan Batang
Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan sistem sewa harian dan
menerapkan pembayaran sebelum pemancingan dimulai.

e. Hak dan kewajiban para pihak

Dalam sewa menyewa pemilik kolam pemancingan dan penyewa
perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa
berlangsung.

Hak bagi pemilik mendapatkan uang sewasesuai kesepakatan dan

8 Syafi“I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek,h 108

57 Ruslan, Pemilik kolam pemancingan,wawancara oleh penulis di rumah informan, 20
Desember 2022

8 Imam Sasmawan, Penyewa kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah
informan, 20 Desember 2022
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bersikap baik kepada sipenyewa.Adapun kewajiban pemilik kolam
pemancingan adalah memberikan fasilitas berupa tempat yang dapat dipakai
manfaatnya sehingga ada kepuaasan dari pihak penyewa.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah menerima tempat yang layak
danmendapatkan pelayanan yang baik.Adapun kewajiban pihak yang
menyewa adalah membayar uang sewasesuai kesepakatan dan tidak
merusak fasilitas yang telah disiapkan.

2. Sistem Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Bargottopong
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan menurut
Hukum Ekonomi Islam

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan
perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat di
akomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syariat.
Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu
dengan yang lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang
diinginkan.

Mengenai obyek dalam sewa menyewa dapat dibagi menjadi
duamacam, yaitu

ljarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

a. ljarah bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko,
kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan.
b. ljarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang

untuk melakukan suatu pekerjaan. ljarah semacam ini diperbolehkan
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seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu
ijarah yang bersifat kelompok (serikat). ljarah yang bersifat pribadi juga
dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun
dan satpam.®

Pada sistem persewaan kolam pemancingan di Desa Bargottopong ini
adalah persewaan atau sewa menyewa yang berupa obyek yang bersifat
manfaaat. Dimana dalam hal ini terdapat sistem penyewaan harian adalah
harga yang ditetapkan untuk menyewa sebuah kolam adalah Rp.25.000, meski
manfaat yang diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang
lain berbeda. Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan
Mu’jir dan Musta’jir antara lain:

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin.

b. Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi
karena perbuatannya.

c. Yang ada dalam akad wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.

d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakankepada
penyewa dan mengambil manfaatnya dari hasil sewaantersebut.

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang
harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu
sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang berumber darisyari“atnya.
Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada

Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabawiyah yang bebahasa Arab.

8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2008), h. 236
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Kalau sekiranya Kkitab-kitab figh selalu menerjemahkan kata
ijjarahdengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan
menyewasesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami
dalam arti luas. Dalam arti luas ljarah bermakna suatu akad yang berisi
penukaranmanfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah
tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan
menjual,,ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan ljarah
dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang
diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain
dapat pula disebutkan bahwa ljarah adalah salah satu akad yang berisi
pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup
berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu boleh
dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktifitas
antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling
meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan
agama. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ljarah ini merupakan
suatuhal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan untuk memenuhi suatu
kebutuhan hidup.

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak yang melakukanakad
harus menyatakan relaannya untuk melakukan akad ljarah itu. Apabilasalah
seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah

Dasarnya firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa : 29 :
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.

Transaksi sewa-menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama
dengan berpedoman sesuai dalam al-Qur*“an dan as-Sunnah. Syarat dan rukun
sewa- menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan,
agar pihak penyewa dan yang menyewakan tidak terjerumus dalam transaksi
terlarang, sehingga dalam transaksi terjadi transaksi yang memenuhi syarat.
Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu di bolehkan, oleh karena itu jika
sifat yang disyaratkan memang ada maka sewa-menyewa sah dan jika tidak ada
maka sewa-menyewa tidak sah. Persyaratan mengenai kebolehan menyewakan
manfaat yaitu disyaratkan agar manfaat tersebut menpunyai secara mandiri
atau terpisah. Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel unntuk diambil
buahnya atau dimakan, sebagai penghias saja karena manfaat ini tidak
mempunyai nilai secara mandiri, menyewakan pohon untuk memanfaatkan
buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Menurut ushul figh
kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang

sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan, karena hal

itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad Saw,
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mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah, kebebasan dalam

berkontarak tidak serta merta bebas dari ketentuan syariah, kebebasan tersebut

dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam .

Sebagimana yang telah kita ketahui bahwa gharar dalah berasal dari
bahasa arab yaitu al-khathr yang artinya pertaruhan, kemudian majhul alagibah
yang artinya tidak jelas hasilnya. Dilihat dari arti kata tersebut gharar dapat
diartikan sebagai semua bentuk transaksi yang didasari unsur-unsur
ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Berikut pendapat para ulama
mengenai gharar:

a. Manurut ulama figh, gharar adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu
perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi, atau ketidakjelasan antara baik
dan buruknya.

b. Manurut mazhab Syafi“i gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya
tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat
yang tidak diharapkan.

c. Manurut Ibnu Qoyyim gharar adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur
penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual
kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut
wujudnya ada dan kelihatan.

d. Manurut Imam al-Qarafi gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui
dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak.

e. Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah memandang gharar dari segi adanya

ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Hukum gharar, dasar
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pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas
bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu
kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk
dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah
menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada
larangan Allah Swt. atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan
cara yang tidak dibenarkan (bathil). Berkaitan dengan hal ini Ibnu Taimiyah
menyandarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al- Bagarah/2:188.
Kandungan dari ayat tersebut yaitu, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil menurut syariat, misalnya dengan mencuri
dan lain-lain sebagainya, dan janganlah kamu ajukan urusan harta
kepengadilan dengan menyertakan uang suap, padahal kamu mengetahui
bahwa kamu keliru. Begitupun dalam hadis Rasulullah Saw. melarang adanya
transaksi yang mengandung gharar.”” Berdasarkan pembahasan sebelumnya
dapat disimpulkan bahwa sistem akad penyewaan kolam pancing harian ada
unsur gharar yaitu ketidakadilan atau ketidakpastian mamnfaat yang diperoleh,
namun gharar dalam sistem penyewaan ini tetap sah karena telah memenuhi
rukun dan syarat dalam ijarah (sewa-menyewa). Yaitu telah terjadi kesepakatan
dan kerelaan antara kedua belah pihak. Kaidah ushul fighi yang berkaitan
dengan hal tersebut adalah: “Mu“amalah itu diperbolehkan sebelum ada dalil

yang melarang”

0 Abdul Hadi bin Awang, “gharar dalam perspektif figh al-hadith: analisis terhadap ‘illah
dan prinsip”, Jurnal Ilmiah Berimpak 4, (Desember 2012): h. 63.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Sistem sewa menyewa kolam pemancingan yang terjadi di Desa
Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam
proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang
sederhana, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh kedua
pihak, adapun system akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk
disewakan kepada penyewa yaitus istem sewa harian, Kolam pancing harian
adalah tempat khusus yang disediakan untuk memancing dengan cara penyewa
melakukan transaksi akad sewa dengan system sewa borongan yaitu dengan
menyewa sebuah kolam ikan yang akan menjadi tempat pemancingan, adapun
pihak penyewa adalah kawanan pemancing yang membayar harga sewa sesuai
dengan yang telah disepakati antara pemilik kolam dengan pihak penyewa,
mengenai proses pembayarannya yaitu dibayar pada awal transaksi atau sebelum

pemancing mulai memancing .
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sewa menyewa kolam pemancingan
di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
, sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam
transaksi sewa menyewa (ijarah) meskipun ada unsur gharar Vyaitu
ketidakpastian manfaat yang diperoleh pemancing karena telah terjaadi

kerelaan antara kedua belah pihak.
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B. Saran

1. Kepada pemilik kolam pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan harus lebih jelas lagi dalam menjelaskan
akad penyewaan kolam pancing, agar sesuai dengan syariat Islam, untuk
menghindari unsur gharar harusnya hasil pemancingan ditimbang dan hasiltim
banglah yang dibayar.

2. Bagi pihak penyewa, perlu memperhatikan kejelasan akad ketika melakukan
transaksi sewa menyewa dan perlumemperhatikan hak dan kewajiban dalam

Sewa menyewa tersebut.
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